
 
 

GUBERNUR JAMBI 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI 

NOMOR  12   TAHUN  2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 
memperoleh persetujuan bersama; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang 
dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD 
serta perubahan prioritas dan plafon anggaran 

sementara yang telah disepakati antara Pemerintah 
Daerah dengan DPRD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 
Anggaran 2023; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); 
   

 

 
 
 

 
 



  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);  

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6807); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340);  
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177);  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);    
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847);  
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 525);    

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 565);  

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operaional (Berita Negara Republik Indonesia           
Tahun 2017 Nomor 1067); 

 

 
 
 

 
 



  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31); 
   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI 

dan 

GUBERNUR JAMBI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI 
TAHUN ANGGARAN 2023. 

   

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak 

yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 
bermotor. 

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB 
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai 
akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang 

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan 
ke dalam badan usaha. 

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan 
bermotor. 

 
 
 

 
 

 
 



10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Pembiayaan  Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

 

Pasal 2  

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.5.501.683.606.784,00 

berkurang sebesar Rp.198.652.254.760,00 sehingga menjadi 
Rp.5.303.031.352.024,00, dengan rincian sebagai berikut : 

 
a. Pendapatan Daerah 

1. semula            Rp.4.909.073.167.294,00 

2. berkurang       Rp.   227.369.316.683,00 
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.4.681.703.850.611,00 

b. Belanja Daerah 
1. semula            Rp.5.501.683.606.784,00 
2. berkurang       Rp.   198.652.254.760,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah  
perubahan                                                         Rp.5.303.031.352.024,00 

c. Pembiayaan daerah 

1. Penerimaan pembiayaan 
a) semula            Rp.   682.744.439.490,00 

b) berkurang       Rp.     51.282.938.077,00 
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan                                                      Rp.  631.461.501.413,00 

2. Pengeluaran pembiayaan 
a) semula            Rp.    90.134.000.000,00 

b) berkurang       Rp.    80.000.000.000,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan                                                       Rp.   10.134.000.000,00    

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan   Rp. 621.327.501.413,00 
    Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah  
    perubahan                                                       Rp.            - 

 
Pasal 3  

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2        

huruf a, bersumber dari : 
a. Pendapatan asli daerah 

1. semula            Rp.2.259.688.736.896,00 

2. berkurang       Rp.   171.231.337.324,00 
Jumlah pendapatan asli daerah setelah  

perubahan                                                         Rp.2.088.457.399.572,00 
b. Pendapatan transfer 

1. semula            Rp. 2.620.878.635.648,00 

2. berkurang       Rp.      61.137.979.359,00 
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.2.559.740.656.289,00 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

1. semula            Rp.      28.505.794.750,00 
2. bertambah       Rp.        5.000.000.000,00 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah perubahan                                             Rp.     33.505.794.750,00 
 

Pasal 4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari: 
a. Pajak daerah; 

1. semula            Rp.1.917.532.851.318,00 
2. berkurang       Rp.     74.186.917.279,00 
Jumlah pajak daerah setelah perubahan    Rp. 1.843.345.934.039,00 

b. Retribusi daerah; 
1. semula            Rp.25.883.239.118,00 

2. berkurang       Rp.  6.905.150.300,00 
Jumlah retribusi daerah setelah perubahanRp.     18.978.088.818,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

1. semula            Rp.35.179.073.384,00 
2. berkurang       Rp.  4.230.786.441,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah   
yang dipisahkan setelah perubahan              Rp.    30.948.286.943,00 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

1. semula            Rp.281.093.573.076,00 
2. berkurang       Rp.  85.908.483.304,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

setelah perubahan                                      Rp.   195.185.089.772,00 
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

terdiri atas transfer pemerintah pusat: 
a. semula            Rp.2.620.878.635.648,00 
b. berkurang       Rp.     61.137.979.359,00 

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah 
perubahan                                                 Rp. 2.559.740.656.289,00 

 
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 3 huruf c, terdiri atas pendapatan hibah, yaitu: 

a. semula            Rp.     28.505.794.750,00 
b. bertambah      Rp.       5.000.000.000,00 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang sah setelah perubahan                     Rp.        33.505.794.750,00 
 

Pasal 5 
 
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 

terdiri atas; 
a. Belanja operasi; 

1. semula            Rp.3.078.441.615.463,00 

2. bertambah       Rp.     64.416.260.069,00 
Jumlah belanja operasi setelah perubahan      Rp.3.142.857.875.532,00 

b. Belanja modal; 
1. semula            Rp.   910.534.045.139,00 
2. bertambah      Rp.   167.839.393.783,00 

Jumlah belanja modal setelah Perubahan        Rp.1.078.373.438.922,00 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



c. Belanja tidak terduga; 

1. semula            Rp.  402.708.228.748,00 
2. berkurang       Rp.  396.595.213.299,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah  
perubahan                                                       Rp.       6.113.015.449,00 

d. Belanja transfer; 

1. semula            Rp.1.109.999.717.434,00 
2. berkurang       Rp.     34.312.695.313,00 

Jumlah belanja transfer setelah Perubahan     Rp.1.075.687.022.121,00 
 

Pasal 6 

 
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 

atas; 

a. Belanja pegawai; 
1. semula            Rp.1.559.835.290.255,00 

2. berkurang       Rp.     41.478.808.410,00 
Jumlah belanja pegawai setelahPerubahan  Rp.1.518.356.481.845,00 

b. Belanja barang dan jasa; 

1. semula            Rp.1.403.207.752.652,00 
2. bertambah      Rp.     53.314.909.333,00 

    Jumlah belanja barang dan jasa setelah 
    perubahan                                                  Rp.1.456.522.661.985,00 
c. Belanja subsidi; 

1. semula            Rp.         550.000.000,00 
2. bertambah      Rp.       3.264.555.000,00   

    Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.       3.814.555.000,00 

d. Belanja hibah; 
1. semula            Rp.109.056.473.756,00 

2. bertambah      Rp.   50.712.676.570,00 
       Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.   159.769.150.326,00 
e. Belanja bantuan sosial; 

1. semula            Rp.     5.792.098.800,00 
2. berkurang       Rp.     1.397.072.424,00 

    Jumlah belanja bantuan sosial setelah  
    perubahan                                                   Rp.       4.395.026.376,00 
 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas; 
a. Belanja modal tanah; 

1. semula            Rp.     8.760.797.350,00 

2. berkurang       Rp.        850.000.000,00 
Jumlah belanja modal tanah setelah  

perubahan                                                  Rp.       7.910.797.350,00 
b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

1. semula            Rp.   97.174.257.235,00 

2. bertambah      Rp. 163.257.527.755,00 
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  
setelah  perubahan                                     Rp.   260.431.784.990,00 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 
1. semula            Rp.299.832.311.310,00 

2. bertambah      Rp.  87.047.608.314,00 
Jumlah belanja gedung dan bangunan  
setelah perubahan                                      Rp.   386.879.919.624,00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; 

1. semula            Rp.495.658.307.218,00 
2. berkurang       Rp.  81.536.097.830,00 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan  
irigasi setelah perubahan                           Rp.    414.122.209.388,00 

e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

1. semula            Rp.8.174.557.276,00 
2. berkurang       Rp.   249.644.456,00 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 
setelah perubahan                                     Rp.        7.924.912.820,00 

f. Belanja modal aset lainnya; 

1. semula            Rp.   933.814.750,00 

2. bertambah      Rp.    170.000.000,00 

Jumlah belanja modal aset lainnya 
setelah perubahan                                     Rp.        1.103.814.750,00 
 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, 
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu; 

a. semula            Rp.402.708.228.748,00 
b. berkurang       Rp.396.595.213.299,00 
Jumlah belanja tidak terduga setelah  

perubahan                                                     Rp.        6.113.015.449,00 
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri 

atas; 
a. Belanja bagi hasil; 

1. semula            Rp.899.987.022.121,00 

2. bertambah      Rp.          - 
Jumlah belanja bagi hasil setelah  
perubahan                                                Rp.    899.987.022.121,00 

b. Belanja bantuan keuangan; 
1. semula            Rp.210.012.695.313,00 

2. berkurang       Rp.  34.312.695.313,00 
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah 
perubahan                                                Rp.    175.700.000.000,00 

 
Pasal 7 

 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
terdiri atas; 

a. Penerimaan pembiayaan; 
1. semula            Rp.682.744.439.490,00 
2. berkurang       Rp.  51.282.938.077,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan                                                    Rp.    631.461.501.413,00 

 
b. Pengeluaran pembiayaan; 

1. semula            Rp. 90.134.000.000,00 

2. berkurang       Rp. 80.000.000.000,00 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan                                                   Rp.       10.134.000.000,00 

Pasal 8 
 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 
a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, 
yaitu; 

a. semula            Rp.682.744.439.490,00 
b. berkurang       Rp.  51.282.938.077,00 

    Jumlah penerimaan pembiayaan  
    setelah perubahan                                     Rp.     631.461.501.413,00 
 

 
 
 



 

 
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b, terdiri atas pengeluaran pembiayaan, yaitu; 
a. semula            Rp.90.134.000.000,00 
b. berkurang       Rp.80.000.000.000,00 

    Jumlah pengeluaran pembiayaan  
    setelah perubahan                                     Rp.       10.134.000.000,00 

Pasal 9 
 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 
yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 

 

Pasal 10 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari: 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 
2. Lampiran II     Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   
3. Lampiran III  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara;    

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; 
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

APBD; 
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8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 
 

Pasal 11 

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
APBD. 

 
Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.  

 
Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 14 November 2023 

 GUBERNUR JAMBI, 
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 H. AL HARIS 

Diundangkan di Jambi 

pada tanggal 14 November  2023 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
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H. SUDIRMAN 
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NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI NOMOR : (12-231/2023) 

Salinan sesuai dengan asnyao HukumLI ZAINI 
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